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Abstract 
 

This research aims to examine the perspective of Islamic law regarding interfaith marriage. The 
method used is qualitative, with a comparative approach. In the study of Islamic law, interfaith 
marriages are classified into three categories: marriages between Muslim men and polytheistic women; 
Muslim man's marriage to ahlulkitab woman; and the marriage of Muslim women to non-Muslim 
men. Regulatively, interfaith marriages in Indonesia do not have legal force, because Law Number 1 
of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law as positive law has prohibited 
interfaith marriages. Therefore, the Office of Religious Affairs and the Civil Registry will not carry 
out administrative records of interfaith marriages. 
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji cara pandang hukum Islam tentang pernikahan 
beda agama. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan komparatif. Dalam kajian 
hukum Islam, pernikahan beda agama diklasifikasikan pada tiga katagori: pernikahan pria muslim 
dengan wanita musyrik; pernikahan pria muslim dengan wanita ahluli kitab; dan pernikahan wanita 
muslimah dengan pria non muslim. Secara regulatif, pernikahan beda agama di Indonesia tidak 
memiliki kekuatan hukum, sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum positif telah melarang nikah beda agama. Karena itu, 
Kantor Urusan Agama maupun Catatan Sipil tidak akan melakukan pencatatan administratif atas 
peristiwa nikah beda agama. 

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam  
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PENDAHULUAN 

Islam merupakan Agamaiyangisempurna danidikenal tidak statis dalam menghadapi 

fenomena yang ada. Islam sangat dinamis dalam menyikapi setiap fenomena baru yang 

terjadi dalam kehidupan serta mencari solusi terbaik yangibertujuan demiiterciptanya 

kemaslahatan masyarakatidan tetapidalamiridlo Allah S.W.T. Diantaranyaiadalah tentang 

pernikahan. Pernikahanimerupakaniperistiwaiyang sakral. Kesakralanipernikahan sendiri 

dikarenakan oleh akadiyang mengikatidua orangiuntuk hidupibersama atas dasar keikhlasan, 

tanggung jawab danimelaksanakan ibadah. iIslam telahimenentukanidasaripelaksanaan 

pernikahan yang telah diatur dalam al-Qur‟an danihadist danitelahidi tafsiriioleh para ulama‟ 

sehingga tercipta hukum syari‟ah tentang pernikahan. Pernikahanisendiri bertujuaniuntuk 

memuliakan manusia dari semua mahluk-Nya, agar sesuai dengan tujuan-Nya 

menjadikanimanusiaisebagai mahluk yang paling sempurna diantara mahluk-mahluk yang 

lainnya. Selain dalam agama Islam, pernikahan juga menjadi sebuah peristiwa yang penting 

dan juga sangatisakral bagi semuaiagama lain. namunidewasa ini, denganisemakin 

berkembangnyaiteknologi dan intelektual manusia banyakiterjadi fenomenaipernikahan 

beda agama. 

Pernikahan bedaiagama bukanlahisebuah hal baru lagi. Bahkanidi Indonesiaipernikahan 

beda agamaisudahibanyakidijumpai di berbagai kalanganisosial, mulai dariiPublik Figur, 

pejabat, sampaiiorangibiasa. Haliyangidianggap biasaiiniitidakilantasimembenarkaniatau 

tidak mempermasalahkan pernikahan beda agama, tetapi justru seringimenjadi kontroversi 

terutama pada agama Islam. 

Dalam agama Islamiterdapat banyak perdebatanisejak lama yangiterlihat dalam berbagai 

literaturihukum Islam. Di kalangan paraiulama perdebataniberawal dari perbedaan dalam 

menafsirkan konteks Q.S al-Baqarah: 221idaniQ.S al-Maidah: 5 tentangisiapa 

yangidimaksud kafir dan ahl kitabidalam keduaiayat tersebut daniapakah 

laranganidalamiayatitersebut masih bersifat relevanidengan kondisi umat saat ini. 

Kajian ini didukung oleh beberapaiteori, yaituiteori tentanginikah, hukum Islam, 

danihukum positif. Secara etimologis, katainikahiberasalidari nakaḥa-yankiḥu- nikāḥan, 

yangiberarti: “al-ḍammui (berhimpun), al-jam„u (berkumpul), al-waṭ„u (hubungan kelamin), al-

„aqdu (perjanjian)”. Secaraiterminologis, inikahididefinisikan : 
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“Akadiatauiperjanjian yangimengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan 

menggunakan kata nakaḥaiatau zawwaja”. (LajnahiPentashihaniMushafiAlquran Badan 

Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI, 2014: 19). 

Berdasarkanidefinisi tersebut, adaitiga kataikunci: „aqdun, yataḍammanu, dan   al-nikāḥ. Kata 

„aqduniuntukimenjelaskan bahwa pernikahan ituiadalah suatuiperjanjian yangidibuat oleh 

orang-orang atau pihak-pihakiyangiterlibat dalamiperistiwainikah. iPernikahan itu dibuat 

dalam bentuk akad, karena iaiadalah peristiwa hukum, bukaniperistiwa biologis atau semata- 

mataihubungan kelaminiantara pria daniwanita. Penggunaan ungkapan yataḍammanu ibāḥat 

al-waṭ„i mengandungimaksud membolehkanihubungan kelamin, ikarena padaidasarnya 

hubungan pria daniwanita adalahiterlarang, kecuali adaihal-hal yangimembolehkannya 

secara syar‟i (hukumisyarak). 

Hal-hal yangimembolehkanihubungan kelamin, yaituiadanya akad nikah. Adapuniyang 

dimaksud bi lafẓi al-nikāh aw al-tazwīj, bahwaiakad yangimembolehkan hubunganikelamin 

antara pria dan wanita ituiharus menggunakanikata nakaḥa atau zawwaja. 

(LajnahiPentashihan MushafiAlquraniBadaniLitbang Dan DiklatiKementerian Agama RI, 

2014 : 19). 

Akadiatauiperjanjian tersebutikeabsahannyaisangat terkait denganiketentuan syaratidan 

rukuninikahimenurutisyariat Islam. Karena itu, Taqiyial-din AbuiBakr biniMuhammad al-

Husaini al- Hashaniy al-Dimasyqiyial-Syafi‟i (tth : i36) mendefinisikanipengertianinikah 

denganibatasan: 

 

“Akadiyangimasyhuriyangimencakupirukun-rukun dan syarat- syarat”. 

Perihal nikah beda agama, Masjfuk Zuhdi (1997 : 4) menjelaskan bahwa yang dimaksud 

denganipernikahan bedaiagama ialah “perkawinaniorang Islam (pria/wanita) denganiorang 

bukaniIslam (pria/wanita)”. Mengenai masalah ini, dibedakanihukumnyaipadaitigaikatagori: 

pernikahan antara seorangipria muslim denganiwanita musyrik; pernikahaniantara seorang 

pria muslimidenganiwanitaiahlulkitab; danipernikahaniantara seorangiwanita muslimah 

denganipriainon muslim. 
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Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangiPerkawinanimerupakanihukumipositif 

yang berlaku secaraiumumiuntuk setiapiwargainegara di Indonesia. SedangkaniKompilasi 

Hukum Islamiadalah hukum positifiyang berlaku secaraikhusus untuk umat Islam. 

Hal ini jugaidiperjelasidenganiPasal 8 huruf f UU tersebut bahwa “Perkawinan dilarang 

antara dua orangiyangimempunyai hubunganiyang olehiagamanya 

atauiperaturaniyangiberlaku dilarang kawin.” KomplasiiHukum Islamisebagai aturan 

turunanidari UUiPerkawinan mengaturilaranganiperkawinan beda agamaiantara muslim 

daninonmuslim secaraitegas yang tertuangidalamiPasal 40 huruficiyaitu: 

“Dilarangimelangsungkaniperkawinaniantara seorang laki-lakiidengan seorangiperempuan 

karenaikeadaan tertentu: c. iseorang perempuaniyang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 

“Seorangiperempuan Islamidilarangimelangsungkan perkawinan denganiseorangilaki-laki 

yangitidakiberagama Islam.” Larangan tersebut juga diperkuatidenganidikeluarkannya 

Inpres No. 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam padaiBuku 1 KHI Pasal 40 (c) 

iyang menyatakan bahwa “seorang wanita yang tidak beragama Islam 

dilarangimelangsungkanipernikahanidenganilaki - laki muslim.” Dimana pada kitab- kitab 

Tafsiridan Fiqhiada kecenderunganimemperbolehkanipernikahan laki-laki muslim dengan 

wanitaiahlikitab. Sertaiditambahilagi denganiadanyaiFatwa MUI tahun 2005 yang 

menegaskanikembali tentangiharamnyaipernikahanibedaiagama, yaituiantarailaki-laki 

muslim dengan wanitainon-muslim, maupuniwanitaimuslimahidenganilaki-laki non-muslim. 

Kemudianibaru-baru ini pernikahanibeda agamaikembali ramai menjadi perbincanganidan 

kontroversi karenaifenomena ini banyakidatangidari berbagai kalanganisosial. Khususnya di 

kalangan artisiatau publik figureibahkan juga dari kalanganipejabat pemerintahan. Menurut 

ICRP tercatatiada 1425 pasanganimenikahibeda agamaidi Indonesia. Dari kasus yang sering 

dan banyakiterjadi maka perluiadanya kajian yangilebih mendalamilagi tentang pernikahan 

beda agama. Fakta ini menunjukkan bahwa animoimasyarakat masihitinggi untuk 

melakukan pernikahan walaupun berbedaikeyakinan. 

Berdasarkanihal ini, tulisan ini ditujukaniuntuk melihat bagaimanaikonsep pernikahan beda 

agamaidilihat dari sudutipandang fiqihidaniundang-undang. Sehingga gagasan tentang 

pernikahan beda agama kaniteruai dengan baik. 
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METODE  

Penelitian iniidilakukaniberdasarkan padaipenelitianisumber-sumber literaturidan pers. 

Penelitian ini bertujuan untukimemberikaniperspektifitentangilegalitasipernikahan beda 

agama dalamisudut pandang Islamikhususnya dalam Al-Quran, Haditsidan pendapatiulama. 

Selanjutnya, ipenelitian ini akanimenguraikanidampakidari adanyaifenomenaipernikahan 

bedaiagamaiyang marak terjadi di masyarakatimenskipun pemaparanihukum tantengihal 

tersebut telahidiuraikan oleh paraiulama bahkanifatwa dariiulama. Tulisan iniidiharapkan 

dapatimemberi pandangan yangimampu menjawabiadanya kontroversi praktikibeda agama 

dikalanganimasyarakatidi tengahihukum yangitegas danilugasidalam Islam. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

DalamiAlquran, palingitidak adaidua kata yangimenunjukkan pengertianipernikahan atau 

perkawinan, yaituikata nikāḥ danikata zawj. Kata nikahidiulang sebanyaki23 kali di perbagai 

surah. Bentuk fi„il māḍi diulangisebanyak 2 kali, fi‟il muḍāri „ sebanyak 13 kali, fi„iliamar 

sebanyak 3 kali, danibentuk maṣdarisebanyaki5 kali. Sedangkanikata zawj, diulangisebanyak 

79 kali. Bentuk fi‟ilimaḍi terulang 3 kali, fi‟il muḍāri „ hanyaiterulang 1ikali, bentuk mufrad 

17ikali, muthanna 8 kali, selebihnyaisebanyak 50 kali dalamibentukijamak. 

(LajnahiPentashihan MushafiAlquran Badan Litbangidan Diklat KementerianiAgama RI, 

2014 : 19). 

QS al-Nisā/4:21 menyebutiperistiwa pernikahanidengan mithāqan ghalīẓan (perjanjian yang 

amat kokoh). BabiIiPasal 1 Undang- UndangiNomor 1 Tahun 1974 TentangiPerkawinan 

menyatakan, “Perkawinan ialah ikatanilahir bathin antaraiseorang priaidenganiseorang 

wanita sebagaiisuami isteri denganitujuan membentukikeluarga (rumah tangga) yangibahagia 

dan kekal berdasarkaniKetuhananiYang MahaiEsa” 

Dalam KompilasiiHukum Islam, Bab II Pasal 2idisebutkan: “Perkawinanimenurut hukum 

Islam adalahipernikahan, yaituiakad yangisangat kuatiatau mithāqanighalīẓan untuk menaati 

perintahiAllah dan melaksanakannyaimerupakan ibadah”. 

DitegaskaniAlquran:“Di antaraitanda-tanda (kebesaran)-Nya ialahiDia telah menciptakan 

pasangan- pasanganiuntukmu dariijenismu sendiri, agar kamuicenderungidan merasa 

tenteram kepadanya, idan Dia menjadikanidi antaramu rasa kasihidan sayang. Sungguh, 
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pada yangidemikian itu benar-benariterdapat tanda-tandai (kebesaran Allah) bagi kaum yang 

berpikir”. (QS al-Rūm/30:21). 

Ayatidi atas menunjukkan, untukimewujudkan kebahagianidalam rumah tangga, dibutuhkan 

persamaaniprinsip antaraisuami- isteri. Ini berarti, pernikahanitidak hanyaimengikat perihal 

fisik danimateri, melainkan mencakup tataran idealispiritual, yaituiunsur- unsur ruhaniyah. 

Kasus Pernikahanibeda agamaibanyak terjadi diikalangan para artis. Beberapa deretan artis 

yang melakukaninikah beda agamaiantara lain: Jamal Mirdad (Muslim) dan Lydia Kandau   

(Kristen), KatoniBagaskara (Kristen) dan IraiWibowo (Muslimah), Adi Subono (Muslim) 

dan Chrisye (Kristen), JeremyiThomasi (Kristen) idan Ina Idayanti (Muslimah), 

HenryiSiahaan (Kristen) dan Yuni Sara (Muslimah), AriiSihasale (Kristen) daniNia 

Zulkarnaeni (Muslimah), sertaimasihibanyakilagi. 

Diiantara mereka, tidakidapat mempertahankanikelangsungan rumahitangganya, yang 

berakhir dalam perceraian, seperti: JamaliMirdad-LydiaiKandau, Katon Bagaskara-Ira 

Wibowo, Henry Siahaan-YuniiSara, DediiKobuzer - Kalina, Tamara Bleszynksi-Mike 

Lewis, Cornelia Agatha-Soni Lalwani, dan Glenn Fredly-DewiiSandra 

(http://boombastis.com). 

PembicaraaniAlquran tentangipernikahan bedaiagama meliputi: pernikahan pria muslim 

denganiwanita musyrik; wanitaimuslimah denganipria musyrik (QS al- Baqarah/2:221); 

pernikahan priaimuslimidengan wanitaiahlulkitab (QS al-Māidah/5:5). Berkaitan dengan 

ayat ini, paraimufasir berbedaipendapat tentangihukum menikahiiwanita ahlulkitabi (Yahudi 

dan Nasrani/Kristen). 

Sebagianimufasiriberpendapat, kataimushrikah   dan   mushrikīnidi dalam QS al-

Baqarah/2:221 bersifat umum, untukisemua orangikafir, termasukiahlulkitab. Yang lain 

berpendapat bahwa laranganiyang dipahamiidari ayat itu telah dihapus oleh QS al-

Māidah/5:4. Pendapat pertama, yangimelarang menikahi wanita-wanitaiahlulkitab, mengacu 

kepadaisumber Ibn Umaridan dijadikan peganganioleh MazhabiZaidiyah. 

Terdapatiperselisihan pendapatidi kalanganiulama mengenai bolehitidaknya 

melakukaninikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam 

menetapkanistatus hukumipernikahan beda agama. Potensiikonflik daniketegangan dalam 

keluarga, sertaibanyak ceritaikegagalan pelakuinikah beda agamaidalam mempertahankan 

keharmonisanirumah tanggaijuga menjadiidasar penetapanihukum. Dariisini pula, lahir 

regulasi yangidi dalamnyaiterkait aturanipernikahan beda agamaidi Indonesia. 
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Pembahasan 

A. Pernikahan Beda Agama Menurut Fiqih dan Undang-Undang 

Pernikahanibeda agamaimenurut Fiqh Islamiyang dimaksudiadalahipernikahan antara laki-

laki muslimidengan wanitainon-muslim danisebaliknya, wanitaimuslimah dengan laki-laki 

non-muslim. iPerkawinan antar-agamaiadalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan 

wanita yangiberbedaiagama, menyebabkaniadanya keterikatanidua aturaniyang berbeda 

mengenai syaratidan jugaitata caraiseremonialiperkawinanisesuai denganikeyakinan agama 

masing-masingidengan bertujuanimembentuk keluarga yang Bahagia, kekal dan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Pernikahan beda agama sendiri dikategorikanimenjadi 3 kelompok berbeda, diantaranya: 

1. Perkawinan Muslim dengan Wanita kitabiyah (Ahli Kitab) 

Para ulama‟ berpendapatibahwa Ahl Kitabidi sini berarti penganut agama Yahudi dan 

Nasrani. Namun, beberapaiulama, termasuk Abdullah Ibn Abbas, dari kalangan sahabat 

dan juga pendapat Yusufial- Qardhawi dari golongan ulamaikontemporerimembedakan 

antara dhimmy dan harby. Menurut mereka, menikahidengan Dhimi saja yangisah, sedangkan 

menikah dengan harbi adalahiharam.  

Sebenarnya menikahi wanita kitabi sejatinya diperbolehkan selama memenuhi syarat syarat 

yang sudah di tentukan. Seharusnya menjadi poin utama adalah pemenuhan syarat syarat 

tersebut, percuma apabila seseorang memahami hukum dasarnya saja tanpa memahami 

syarat syarat yang berlaku. Mengutip pernyataan dari syeh Ali As Shobuni dalam kitab 

Rowaihul bayan fi tafsiri ayatil ahkam bahwa mayoritas ulama‟ berpendapat bahwa 

perempuan kafir kitabi boleh di nikahi, pendapat ini berdasarkan dari Al qur‟an surat (al 

maidah ayat: 5) 

کُنۡ ۖ وَطَعَاهُكُنۡ حِلٌّ لَّهنُۡ   الَۡيَىۡمَ احُِلَّ لـَكُنُ الطَّيِّبٰتُ   وَالۡوُحۡصَنٰتُ هِي  ؕ  وَطَعَامُ الَّرِيۡيَ اوُۡتىُۡا الۡكِتٰبَ حِلٌّ لّـَ  

افحِِيۡيَ وَلََ هُتَّخِرِيۡ حۡصِنيِۡيَ غَيۡسَ هُسَ َؕ الۡوُؤۡهِنٰتِ وَالۡوُحۡصَنٰتُ هِيَ الَّرِيۡيَ اوُۡتىُا الۡـكِتٰبَ هِيۡ قَبۡلكُِنۡ اذَِاۤ اٰتَيۡتوُُىۡهيَُّ اجُُىۡزَهيَُّ هُ   

ِِ هِيَ الۡخٰسِسِيۡيَ   ؕۤ اخَۡدَاى   خِسَ ٗ  وَهىَُ فًِ الَٰۡ وَلُ ََ يۡوَاىِ فََدَۡ حَبََِ    وَهَيۡ يَّكُۡسُۡ ِِالَِۡ

 

“Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal 

bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) wanita-wanita yang 

menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan 
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di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka 

untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan Wanita piaraan. 

Barangsiapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka, dan di akhirat dia termasuk 

orang-orang yang rugi”. (QS al-Mā‟idah/5:5). 

Menurut ibnu abbas larangan menikahi perempuan kafir pada al qur‟an surat al baqoroh 

ayat : 221 telah di spesifikan dengan lagalitas menikahi kafir kitabiyah di dalam al qur‟an 

surat al maidah ayat 5 tersebut, sehingga larangan menikahi wanita kafir pada al qur‟an surat 

al baqoroh ayat 221 hanya mencangkup kafir non kitabi saja. Adapun syarat syarat yang 

harus dipenuhi pada pernikahan dengan wanita ahli kitab setidaknya ada tiga, yaitu: 1. 

Wanita ahli kitab yang akan di nikahi harus merupakan keturunan ahli kitab yang murni 2. 

Leluhur dari wanita tersebut telah memeluk agama jauh sebelum baginda nabi SAW di utus. 

3. Memenuhi kedua syarat tersbut secara pasti. Melihat dari 3 syarat tersebut rasanya sangat 

sulit ada wanita yang secara meyakinkan bisa memenuhi seluruh syarat tersebut. Akan sulit 

pula membuktikan bahwa wanita ahli kitab adalah murni keturunan ahli kitab dan tidak ada 

satupun kakek buyut nya yang beragma selain ahli kitab, kondisi akan semakin di persulit 

ketika harus membuktikan bahwa leluhur dari wanita tersebut telah memeluk agama ahli 

sebelum baginda nabi diutus, pemenuhan syarat tersebut tidak boleh hanya sekedar dugaan 

belaka namun harus ada bukti yang kuat dan tidak terbantahkan. Salah satu literatur 

mengenai syarat tersebut telah di kemukakan oleh ulama‟ besar asal india yaitu imam 

zainuddin bin abdil aziz al malibari dalam kitab fathul mu‟in hal: 101 bahwa menikah 

dengan wanita kitabiyyah disyaratkan harus terbukti bahwa leluhurnya telah memeluk 

agama tersebut sebelum diutusnya baginda nabi SAW. Maka sangat di sayangkan jika 

seseorang memaksakan diri menikahi umat dari agama lain hanya berdasarkan cinta, 

padahal syarat syaratnya belum terpenuhi. Kesucian cinta tidak akan bisa menghalalkan hal 

yang di haramkan dan sebalikmya.  

MasyarakatiIndonesia yang beragama selain Islam seperti Kristen, Hindu, Budha, Katholi 

dan konghuchu tidak dapatidikategorikan sebagai ahl kitabiseperti yang tertulisidalam Al-

Qur‟an. Para ulama‟ berpendapat bahwa kitab yang telahiditurunkanioleh para 

rosulisebelum nabi Muhammad telahiberkali-kali mengalamiiperubahan isi, seperti Injil dari 

nabi Isa A.S yang terbagiimenjadi 4 kitab, atau Taurat nabi Musa A.S yangisaat ini 

disebutiperjanjian lama atau Mazmur. 
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Hal ini tidakidapat disamakanidengan yang pernahiterjadi kepada paraisahabat dalam 

sejarah yang menyatakan bahwa ada beberapa sahabat yangimenikahiiperempuan ahl kitab, 

seperti Sayyidina Hudzaifah yangimenikahi perempuaniahl kitab asal Bazaret di palestina. 

Hal ini dikarenakan perempuanitersebut merupakanikategori ahl kitab yangisebenarnya. 

Untuk itulah perlu ditekankanikembaliipendapat ulama yangimengatakan bahwaikitab injil 

dan taurat yang ada diizamanisekarang telah berbedaidengan yang ada padaizaman para 

sahabat sekaligusimenggugurkaniperempuan-perempuannyaisebagai ahlikitab. 

 

2.  Perkawinan Muslim dengan wanita Musyrikah (non kitabi) 

Sebagian besariulama berbedaipendapat dalamimenentukan hukumipernikahan jenis ini 

karena adaiperbedaan dalamimenafsirkan klasifikasiiwanita musyrikidalam pada surah al-

baqarahiayat 221. Misalnya, ImamiIbnu Jarir al-Tabari mengatakanibahwa wanitaimusyrik 

yang diharamkaniuntukidinikahi hanyalah wanitaiyang berasalidari Arabipadaizaman nabi 

karena merekaitidak memahami KitabiSuci dari awal, idan merupakanipenyembah berhala. 

Olehikarena itu, menurutnya, Wanita musyrikiyangiberasal dariinegara non-Arab yang 

memiliki kitab suci atauisemacam pedomanidalam beragama, seperti India, Cinaidan Jepang 

bolehimenikahidengan laki-lakiiMuslim. 

Dalamimenghukumi pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau 

sebaliknya yaitu perempuanimuslim dengan dan laki-laki musyrikipara ulama bersandar 

pada Al-Qur‟an surah al-Baqarah ayat 221. Mayoritas ulama sepertiiulama kalangan 

Hanafiyyah dan Syafi‟iyyah sepakat mengharamkan dan mengkategorikan sebagai 

pernikahan yang batal pernikahan antara laki-laki muslim dengan perempuan musyrik 

berdasarkan awal dari dalil dalam Q.S. al-Baqarah: 221 tersebut. 

Menurut Wahbah al-Zuhayli, yang menjadikan alasan atas diharamkannya seorang laki-laki 

muslim menikahi wanita musyrik karena sulit tercapainya keluarga yang harmonis, damai, 

dan kerja sama antara kedua belah pihakisebabiberbedanyaikeyakinan danikepercayaan. 

Seorang wanita akan mudah berkhianat jika mereka tidak memegang keyakinan kepada 

suatu agama, bahkan, mereka tidak takut lagi untukiberbuat maksiat. Selain ituimereka akan 

sulit untuk memegang amanah, serta kebanyakan dari mereka masih mempercayai takhayul 

atau mitos dalam konteksiyang mengarahikepadaikemusyrikan dan didasariioleh hawa 

nafsu. ayat tersebutimengisyaratkan kepadaisemua perempuan musyrik tanpa terkecuali. 
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Dalam Alquran, terdapatipenegasan larangan pernikahaniantara seorang priaimuslim 

dengan 

wanita musyrik. 

 

 

 

 

 

Janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, hingga mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak 

yang beriman lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun ia menarik hatimu”. 

(QS al-Baqarah/2:221) 

 

2. Perkawinan Muslimah dan Laki-Laki Non-muslim 

Agama islam melarang pernikahan perempuan muslimah dengan laki laki non muslim 

secara mutlak baik kafir kitabi maupun non kitabi, pendapat ini diriwayatkan dari sayyidina 

umar bahwa baginda nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya: seorang laki laki 

muslim boleh menikahi perempuan nasrani, tetapi seorang laki laki nasrani tidak boleh 

menikahi perempuan muslimah. Pada peristiwa perdamaian hudaibiyyah rasulullah SAW 

terikat perjanjian dengan kaum kafir makkah, salah satu isi perjanjian tersebut adalah 

siapapun yang datang dari makkah ke madinah harus di kembalikan sementara siapapun 

yang datang dari madinah ke makkah maka ia adalah bagian dari mereka. Tidak berselang 

lama datang seorang wanita yang bernama Ju‟bah binti harits dari makkah ke madinah 

kemudian suaminya menuntut agar rasulullah SAW mengembalikan istrinya sesuai perjnjian 

yang telah di setujui setelah itu turunlah al qur‟an surat al mumtahanah ayat:: 10 yang 

berbunyi:  

ايَُّهَا الَّذِيْنَ   ٰٓ ُ اَعْلمَُ بِاِيْمَانهِِنَّ فَاِنْ عَلِمْتُمُ ي 
تٍ فَامْتَحِنُوْهُنََّّۗ اََللّ  جِر  تُ مُه  ا اِذَا جَاۤءَكُمُ الْمُؤْمِن  مَنُوْٰٓ تٍ فَلََ تَرْجِعُوْهُنَّ ا  وْهُنَّ مُؤْمِن 

تُوْهُمْ مَّ  تَيْتُمُوْهُنَّ اجُُوْرَهُنََّّۗ اِلىَ الْكُفَّارَِّۗ لََ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلََ هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنََّّۗ وَا  آٰ اَنْفَقُوْاَّۗ وَلََ جُنَاحَ عَليَْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآٰ ا 

 ِ
لِكُمْ حُكْمُ اَّلل  ُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ  َّۗيَحْكُمُ بَيْنَكُمَّْۗ وَ وَلََ تُمْسِكُوْا بعِِصَمِ الْكَوَافرِِ وَسْـ لَوُْا مَآٰ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـ لَوُْا مَآٰ اَنْفَقُوْاَّۗ ذ 

 اَّلل 

10. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah 

kepadamu, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan 
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mereka; jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu 

kembalikan mereka kepada orang-orang kafir (suami-suami mereka). Mereka tidak halal bagi orang-

orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami) 

mereka mahar yang telah mereka berikan. Dan tidak ada dosa bagimu menikahi mereka apabila kamu 

bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (pernikahan) dengan 

perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta kembali mahar yang telah kamu berikan; dan 

(jika suaminya tetap kafir) biarkan mereka meminta kembali mahar yang telah mereka bayar (kepada 

mantan istrinya yang telah beriman). Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. 

Dan Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana. 

 

Alasan utamaipengharaman pernikahaniperempuan muslim dengan laki-laki non-muslim 

adalah adanyaikekhawatiran perempuan muslim akan menjadi kafir dengan mengikuti 

ajaran agama suaminya, sebab suami mempunyaiiperan yang lebih dominan sebagai kepala 

keluarga dan lebih berkuasaiatas istrinya. Dan kekafiran inilah yang akan menjerumuskan 

perempuan muslimike dalamiapi neraka. 

Mengenaiiperkawinan beda agama KHI denganitegas melarangnya. iKetentuan ini 

sebagaimana tertulisidalam Pasal 40 yang berbunyi 9“Dilarangimelangsungkan perkawinan 

antara seorangilaki-laki dengan seorangiperempuan karena keadaanitertentu: a) karena 

perempuan yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan laki- laki lain; b) seorang 

perempuan yang masih berada dalam masa iddah dengan laki-laki lain; c) seorang perempuan yang tidak 

beragama Islam.” Dan Pasal 44 KHI yang berbunyi: “Seorang perempuan Islam dilarang 

melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam.” 

Padaipasal 40 poin c dinyatakanibahwa dilarang melangsungkaniperkawinaniantara seorang 

laki-laki dengan seorangiwanita yang tidakiberagama Islam. iKemudian dalamipasal 44 

dinyatakan bahwa seorangiwanita Islam dilarangimelangsungkan perkawinanidengan 

seorang laki-lakiiyang tidakiberagama Islam. KHI tersebutiselaras 

denganipendapatiHazairin yang menafsirkanipasal 2 ayat 1 besertaipenjelasanya bahwaibagi 

orangiIslam tidak ada kemungkinaniuntuk menikah denganimelanggar hukumiagamanya. 

Larangan perkawinanibeda agamaibagi pemeluk agamaiIslam telahisecara tegas diaturidalam 

Pasal 44 KHI (KompilasiiHukum Islam) ibahwa seorangiwanita Islamidilarang 

melangsungkaniperkawinan denganiseorang laki-laki yangitidak beragamaiIslam. 
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Diceritakan, Umar biniKhattab telahimengambiliberbagaiikeputusaniyang dapat dianggap 

bertentanganidengan pernyataaniayat-ayat tertentuialquran. Ia berpendapatibahwa dalam 

keadaan tertentu, al-maslahah al-mursalah (kepentingan umat Islamiumumnya) iharus 

diberikan prioritasidari padaihal-hal yang lain. Iaimelarang pemotongan tangan pencuri di 

masa paceklik. iIa menolak pemberian Sebagianizakat kepada paraimualaf Ketika umat 

Islamisudah cukup kuat untuk menghadapi tantangantantangan dari luar. Ia juga menolak 

pembagian tanah rampasanidi Irak kepada para prajurit yangiberperang, tetapi lebih 

menyukai untukimembagi-bagikannyaikepada paraipengolah tanahiuntuk dipungut pajaknya 

bagi kepentinganinegara. Semua keputusanitersebut, secara lahiriahitampak seakan-akan 

bertentangan denganiayat-ayat alquranitertentu, namun Umar biniKhattab berpendapat 

bahwa yang demikianiitu adalah lebihisesuai denganisemangat dan intiiajaran Islam, yakni 

kemaslahatan. (MohammadiAtho Mudzhar, 1993 : 103-104). Laranganinikah beda agama di 

Indonesiaisecara regulativeiadalah kuat. Pada pertengahan Juni 2015, Mahkamah Konstitusi 

menyatakanilarangan menikahi pasanganiyang berbeda agama. Dalamihal ini Mahkamah 

Konstitusi mengeluarkaniputusaniyang menolakiuji materi terhadapisejumlah pasal dalam 

Undang- UndangiNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berdasarkan putusan 

MahkamahiKonstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014. Karena itu, pelarangan nikah beda 

agama sepertiiyang diatur dalamiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan tidaklah melanggarikonstitusi, 

walaupunikelimaipemohon uji materi menganggapibahwa putusaniMahkamah Konstitusi 

tersebutidiskriminatif, sebab tidakimengindahkan hak-hak sipiliwarga negara. 

 

3. Polemik dan Dampak dari Pernikahan Beda Agama 

Polemikidari pernikahan bedaiagama di indonesiaimenyebabkanipelaksanaan pernikahan 

beda agamairelatif sulit. iNamun dalamirealitasnya, pernikahanibeda agama masih sering 

terjadi diiIndonesia. Adapunipelaksanaan pernikahaniantara dua orangiyang memiliki 

keyakinaniberagama yangiberbeda, salahisatu pihak biasanyaimenundukkan diri dan 

mengalahiuntuk memelukiagama pihakilain baik ituimasuk agamaisecara semu atau 

sesungguhnya. Misalnya, seorangilaki laki non-muslim hendakimelakukanipernikahan 

dengan seorang wanita muslimidengan menggunakanihukum Islam danipencatatan 

dilakukan oleh KUA, makaisebelum melaksanakanipernikahanilaki-laki non-muslim harus 

mengikrarkan 2 kalimatisyahadat. Selainiitu bagi orang orang kaya, biasanyaipelaksanaan 
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pernikahanibeda agamaidilakukan di luarinegeri untukimenghindariirumitnya prosedur 

pernikahanibeda agama di Indonesia. Akanitetapi baru-baru ini adaipasangan bedaiagama 

yangimenggunakan tataicaraibaru dalamimelaksanakanipernikahannya, yaituidengan 

melakukan dua prosesi pernikahan. Prosesiipernikahan pertamaimenggunakan akad nikah 

secara Islam, kemudia dilanjutkan dengan misa pemberkatan di katedral. Cara ini lebih 

kontroversiikarena dianggapimencari celah dari hukum yangiberlaku baik itu hukum agama 

maupuniundang-undangiyang berlaku. Setiapipernikahan tentunyaimemiliki dampak dalam 

kehidupan, itertutamaiapabila pernikahanitersebut adalahipernikahan beda agama tentunya 

menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalahitersebut seputarirumah tanggaisuami istri 

yang akaniberdampak pulaipada anak-anakimereka apabilaisudah memilikiiketurunan. 

Dampakipenikahan beda agamaiini dibagi menjadi dua, yaituiaspek psikologisidan aspek 

yuridis. 

Seacaraipsikologis, pernikahanibeda agamaimenimbulkanibeberapa problemidiantaranya 

yaituiberkurangnyaikeharmonisan rumahitangga yang telahidibina belasanitahun. Ketika 

masa awalipernikahan, perbedaan itu di anggapisuatu hal yangiwajar danimerasa dapat 

ditoleransiiatas dasar cinta. Tetapiilambat laun perbedaaniitu dapat berubahimenjadi 

simalakama dalamibahtera rumahitangga. Misalnya, ketika memasuki bulaniRamadhan, 

suasana ibadahipuasa menjadiisarana penghubungidalam memperkuat ikatanibatin sebuah 

keluargaiyangisama-sama beragama Islam. Namunidengan perbedaanikeyakinan hal itu 

sangat sulit diwujudkan dan mungkin dapat menimbuklan kesenjangan dalam keluarga. 

Dampak lainnya yaitu terjadi pada keinginan orang tua agar anak-anaknya mengikuti agama 

yang mereka yakini. Pada kondisi ini akan membuat salah satu pihak menjadi kesepian dan 

merasa terdiskriminasi ketika ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman beragama 

sehingga rawan terjadinya perpecahan dalam rumah tangga. Di zaman ini, ideologi 

pluralisme sedikit berjalan lebih jauh sampai melewati batas norma beragama. Pemikiran 

tentang pernikahan beda agama adalah salah satu bentuk idelogi pluralisme yang melewati 

batas. Adapun dalam Islam, konteks pluralisme seharusnya tidak melewati batasan-batasan 

syari‟at agama agar tidak menjadikan agama Islam seakan-akan menjadi agama yang liberal. 

Masalah lain yang akan muncul adalah saat pasangan pernikahan beda agama diberi 

tanggung jawab buah hati. Hal ini sangat berpengaruh pada mental anak serta keyakinan 

yang akan dianut oleh sang anak. Yang pasti terjadi adalah baik ayah ataupun ibu akan 

saling memperebutkan pengaruh mereka agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. 
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Misalnya jika ibunya adalah kristiani, dia pasti ingin anaknya memeluk agama kristen. Dan 

jika ayahnya memeluk agama kristen, dia pasti menginginkan anaknya menjadi muslim, 

begitupun sebaliknya. Dari analogi diatas terjadilah sebuah persaingan ego antara kedua 

orangtua agar sang anak mengikuti agama dan keyakinan mereka. Hal ini menyebabkan 

anak menanggung beban mental ketika akan memilih keyakinan mana yang akan dipilihnya. 

Anak yang dianggap terpuji adalah anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan 

menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak di hadapkan pada masalah keyakinan 

yang akan dipilih. Hal ini dapat menimbulkan gangguan psikologi pada anak akibat orang 

tuanya. Mereka akan cenderung ragu untuk mengikuti keyakinan dari ayah atau ibunya. Di 

sisi lain, anak memiliki hak untuk memilih sendiri keyakinan akan agama tanpa ada paksaan 

dari orang tuanya. Namun, justru menjadi sebuah perdebatan dan renggangnya 

keharmonisan rumah tangga. Akhirnya mereka lebih mudah untuk terseret kedalam jurang-

jurang pergaulan bebas. 

Dari beberapa dampak diatas dapat ditarik sebuah garis besar bahwa secara psikologis 

pernikahan beda agama cenderung mengurangi keharmonisan dalam berumah tangga. 

Selain itu dampak pernikahan beda agama akan berimbas kepada mental anak. Dengan 

adanya masalah-masalah yang terjadi, tentunya banyak pernikahan beda agama berujung 

kepada perceraian. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa pernikahan seagama juga 

akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung dari keputusan dan sikap yang diambil 

oleh kedua pihak akan setiap problema yang ada. 

Kemudian jika dilihat menggunakan kacamata yuridis erat kaitannya dengan keabsahan 

pernikahan beda agama itu sendiri. Dalam Undang-undang tentang perkawinan, salah satu 

hal yang harus dipenuhi agar sah secara hukum harus ada kesesuaian dalam beragama dan 

keyakinan yang telah diatur pada UU pasal 2 ayat (1). Mengacu pada pasal tersebut tersirat 

sebuah pesan bahwa keputusan UU perkawinan memberikan kewenangan sepenuhnya 

pada ajaran agama masing-masing. Ketika hukum agama mengatakan pernikahan beda 

agama sah, maka Undang-undang juga mengakui pernikahan tersebut sah secara hukum 

negara. Akan tetapi pada realitanya setiap agama tidak sepenuhnya mengakui keabsahan 

sebuah pernikahan lintas agama. Satu-satunya jalan paling rasional adalah dengan salah satu 

pihak berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Begitu pula dengan status 

pencatatan dari anak yang dilahirkan. Secara hukum, seorang anak yang lahir dari keluarga 

dengan pernikahan beda agama akan diakui secara sah jika pernikahan beda agama tersebut 

telah di anggap sah secara agama kemudian diakui serta dicatat oleh kantor pencatatan 
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perkawinan. Karena berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam undang undang perkawinan 

pasal 42, anak yang sah secara hukum adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah 

berdasarkan pasal 2 ayat (2). 

Selain hal di atas, masalah lain yang akan terjadi berkaitan dengan hukum pernikahan beda 

agama yaitu masalah tentang harta warisan. Contohnya, jika ada suami yang seorang muslim 

sedangkan istri dan anak-anaknya non-muslim, maka pembagian warisan tidah dapat 

dilakukan. Baik anak maupun istri tidak bisa dianggap sebagai ahli waris tetapi dianggap 

sebagai penerima wasiat wajibah. 

Pernikahan beda agama sangat beresiko terjadi perceraian. Akan menjadi satu masalah baru 

jika terjadi perceraian. Hal ini dikarenakan proses perceraian pasangan pernikahan beda 

agama terbilang cukup rumit dan sulit. Contohnya, ada laki-laki yang seorang muslim 

menikah dengan wanita katholik dengan dua prosesi. Prosesi pertama dilakukan dengan 

ketentuan Islam akan tetapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian dilanjutkan 

dengan prosesi dari agama istri dengan pemberkatan di gereja. Selanjutnya dilakukan 

pencatatan oleh kantor catatan sipil agar mempunyai akta pernikahan yang sah. 

Dari sini timbul sebuah pertanyaan tentang bagaimana mekanisme hukum yang berlaku jika 

terjadi kasus perceraian agar tercatat secara sah sebab adanya pernikahan beda agama. 

Undang-undang perkawinan tidak membahas secara spesifik terkait dengan alur dari 

pernikahan beda agama dan menggantungkan hukum pada pasal 2 ayat (1). Begitupun jika 

pasangan tersebut mengajukan gugatan cerai, maka yang pertama jadi patokan adalah 

agama dari suami Namun ketika pernikahan tidak dicatat oleh KUA maka akan diakui 

dengan kawin sirri dan tidak memperoleh pengakuan hukum oleh negara. Sehingga opsi 

yang bisa di ambil sesuai dengan yang tertulis dalam akta pernikahan yaitu memakai 

ketentuan katholik yang mana adalah agama istri. Hal ini dikarenakan akta pernikahan telah 

diakui oleh agama bersangkutan dan Negara dan tercatat di kantor Catatan Sipil. 

 

KESIMPULAN 

Dari seluruhipembahasan di atasikita ketahui bahwaiproblematikaipernikahan bedaiagama 

sejak jamanidahuli bahkan sampaiisaat ini. Kontroversi pernikahanibeda agamaisemakin 

terlihatilantaran yangimelakukan praktekipernikahan bedaiagama hampiridariiberbagai 

kalanganiterutama Public Figure. Padairealitasnya, pernikahanibeda agamaidi Indonesia 

terjadi di kalangan artis maupunimasyarakat biasa. Ini menunjukkanibahwa pernikahanibeda 
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agama tetapiberjalan, walaupunikontroversial. Di satuisisi dihadapkanidengan hukumiIslam, 

dan di sisiilain ada regulasiisebagai hukum positif, yaituiUndang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan daniKompilasiiHukum Islam. Penegasan alquran surat al-

Baqarah ayat 221 telah melarangipernikahaniantara seorangiyang beragama 

Islamidenganiseorang yang tidakiberagama Islam dalam katagoriimusyrik/musyrikah. 

Seorang priaimuslim dibolehkan. Perkawinan beda agamaidalam perspektifiIslam 

hukumnya haramikarena terdapatibanyak kesamaaniantaraimusyrik dan ahl kitabimasa kini. 

Pendapatiinilah sebagaimanaidiadopsi dalamiPasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi 

HukumiIslam. Sehinggaisecara otomatisitidak terpenuhiipula Pasal 2 ayat 1 UU 

Perkawinan. Jadiisecara hukum Islamimaupun hukumiyang dikeluarkanioleh negara 

melarangipernikahan bedaiagama. Jikaiingin menikahidengan seseorang yang berbeda 

keyakinan hanyaiada duaicara yaitu meninggalkaniIslam atauimasuk ke agama Islam. 

Kemudianidalam perjalannya pasti ada dampak dari pernikahan beda agama. Dampak yang 

diakibatkan terbagi menjadi dua aspek yaitu aspek psikologis dan aspek yuridis. Secara 

psikologis pernikahanibeda agama cenderungimengurangi keharmonisan dalam berumah 

tangga. Danimasa depan anak. Adapunidampak pernikahan beda agama jika dilihat dari 

sisiihukum yaituitentang sah atau tidaknya pernikahan bedaiagama tersebut. Ketika 

agamaitelah menyatakanipernikahan itu sah, makaiundang – undang perkawinan juga 

mengakui pernikahanitersebut. 
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